
a. bahwa unti: k melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada 

Pegwai Negri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai 

Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau 

Tunjangan, perlu Menetapkan Peraturan Menteri 

Keuangan tentang: Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Pemberian 'l'unjang.an Hari Raya Tahun 2020 kepada 

Pegwai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, 

Anggota Keoolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai 

Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau 

Tunjangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara; 

b. bahwa berd.asarkan pertimbangan tersebut sebagaimana 

dimaksud dalam hi.ruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pett.njuk Teknis Pelaksnaan Pemberian 

Tunjangan l-lari Raya tahun 2020 Bagi Pegawai Negeri 

._ ipil di Lir ~~kungan Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Buton Tengah 

BUPA~-,I BUTON TENGAH, 

DENGAN RAHM AT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSAAl' PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 
2020 BAGI PEGAWAI NEG[RI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPJ\TEN BUTON TENGAH 

TENTANG 

NOMO]\' \ ~ TAHUN 2020 

PERATURAJ f BUPA'TI BUTON TENGAH 

BUPATI Bl"TON TENGAH 

! 



1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 4'7, T2m oahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 1 · o 4 2 E,6) 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaha raan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun :m04 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Reprblik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Un.lang .Nomor 15 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Da.erah Kabupaten Buton Tengah 

(Lembaran Negara. F'epublik Indonesia Nomor 5562); 

4. Undang-Urdang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 20] 4· Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik J ndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah bel.erapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentanmg Perubahan Kedua Atas 

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 20] S Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia ~omor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara repi.. blik Indonesia 6322); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri 

Sipil, Praji..rit Tentara Nasional Indonesia, Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai 

Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau 

Tunjangan (:~mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 132: Tambahan Lembaran Negara Republik 

[ndonesia Nornor 65 l5); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Fedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaiman.; telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Mengingat 



4. Bupati adalah Eupati Bt.ton Tengah. 

5. Dewan Perwakilan Rakyar Daerah, yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Buton Tengah. 

pelaksanaan urusan pernerintah yang menjadi kewenagan 

daerah otonom. 

Daerah yang merrumpm Pemer ntah penyelenggara 

Dalam Peraturan Bupati Buton Tengah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah -nenu ru: asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prmsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatu.m Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahu n 1945. 

3. Pemerintah I aeral: adalah Bupati sebagai unsur 

Pasal 1 

BAB I 

KET~NTUAN UMUM 

PE ATURAN BUPATJ TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PE AKSANAAf\. PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA TAHUN 
2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAHAN DAJ~Rt\H KABUPATEN BUTON TENGAH. 

Perubahar Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 

8. Peraturan Daer ah Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran ~iD20); 

9. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 52 Tahun 2019 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020. 

Menetapkan 



(1) P S; 

(2) PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di Perwakilan 

Republik Ind01~ esia di Luar Negeri; 

Pasal2 

Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 diberikan kepada: 

BAB II 

PEMEt~RIAN 1UNJANGAN HARi RAYA 

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 

warga negara Indcnesia yang memenuhi syarat tertentu, 

diangkat sebagai A paratur Sipil Negara secara tetap oleh 

Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerin tahan. 

7. Calon Pegawai Negeri 3ipil, yang selanjutnya disingkat CPNS 

adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah aktif 

melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah yang sudah 

masuk dalam d aftar gai. 

8. Pejabat Negara adalah 3upati Buton Tengah dan Wakil Bupati 

Buton Tengah. 

9. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten 

Buton Tengah. 

10. Su at Perintah Mernb.ayar yang selanjutnya disebut SPM 

adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna 

Anggararr/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat 

lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber 

dari Daftar Isia ·1 Pelaks anaan Anggaran (DPA) atau dokumen 

lain yang dipersamakan. 

11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut 

SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku kuasa 

Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran 

atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

berdasarkan SPM. 

12. Hari Raya adalah hari raya idul fitri. 



Pasal 4 

Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 tidak diberikan kepada: 

a. Pejabat Negara; 

b. PNS dalam jaba.an pimpinan tinggi atau dalamjabatan setara 

jabatan pimpins.n tinggi; 

c. PNS dalam jabaan fungsional ahli utama atau dalamjabatan 

seta a jabatan fu ngsional ahli utama; 

d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

e. PNS yang sedan; manjalani cuti di luar tanggungan negara; 

pengawas; 

(3) Fungsional ahli madya; 

( 4) Fungsional al Ji m uda ; 

(5) Fungsional ahli pertama; 

( ) Fungsional ah li penye lia; 

(7) Fungsional rnahir; 

(8) Fungsional te rampil; 

(9) Fungsional pe mula: d.an 

( l 0) Pelakasana. 

( 1) dministratc ~ atau dalam jabatan yang setara jabatan 

administrator; 

(2) Pengawas s.tau dalam jabatan yang setara jabatan 

PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a sernpai 

dengan huruf c meliputi PNS dalamjabatan: 

Pasal3 

(3) PNS yang c.tugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah 

yang gajinys. dibayar Pemerintah Daerah; 

(4) NS penerima uar.g tunggu; 

(5) enerima gi ji terusan dari PNS yang meninggal dunia, 

tewas, atau §;ugur; 

(6) enerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang; 

(7) egawai lair nya yang diangkat oleh Pejabat yang memiliki 

ewenagan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang 

Undangan; c.an 
(8) Calon PNS. 



Pasal 8 

Pengha ilan sebaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 

diberikan bagi Calor PNS. paling ban yak melipu ti: 

a. 80% (delapan pu uh persen) dari gaji pokok PNS; 

b. Tunjangan keluarga; dan 

c. Tunjangan jabata.n atau tunjangan umum. 

Pasal 7 

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 

diberik n bagi: 

a. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, 

atau gugur; atau 

b. Penerima gaji d.s.ri PNS yang dinyatakan hilang, yaitu sebesar 

penghasilan 1 (satu] bulan terusan pada bulan Maret dan 

anggarannya diaebankan pada instansi atau lembaga tempat 

PNS bekerja. 

Pasal 6 

Penghasilan sebajaima 1.a dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 

diberikan bagi PNE,, paling banyak meliputi: 

a. Gaji Pokok; 

b. Tunjangan keluarga; dan 

c. Tunjanganjabatan atau tunjangan umum. 

Pasal 5 

( 1) Tu njangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 

yaitu sebesar penghasian 1 (satu) bulan pada bulan Maret. 

(2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan maret 

se agaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan 

sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena 

berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap 

diberikan selis.n kekurangan Tunjangan Hari Rara. 

f. PNS yang sedaig ditugaskan di luar negeri; dan 

g. PNS yang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah yang 

gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. 



Pasal 11 

( 1) Dalam hal PN:~; menerima lebih dari 1 ( satu) penghasilan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Tunjangan 

Hari Raya diberikan sals.h satu yang jumlahnya lebih besar. 

(2) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari 

Raya maka kele bihan pernbayaran tersebut merupakan utang 

dan wajib mei: gembalikan kepada Negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3J Dalam hal PNS sekaligus sebagai penenma Pensiun 

jan a/ duda ata u Penerima Tunjangan janda/ duda maka 

diberikan Tunjangan Hari Raya sekaligus Tunjangan Hari 

Raya Penerima Pensiun janda/duda atau Tunjangan Hari 

Raya penerima Tunjangan janda/ duda. 

Pasal 10 

Besaran Penghasilun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 

( 1) tidak terrnast. k jenis tunjangan kinerja, insentif kinerja, 

insentif kerja, tui jangan bahaya, tunjangan resiko, tunjngan 

pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan 

dosen atau tunjar .. ~~an kehormatan, tambahan penghasilan bagi 

guru PNS, insentif khu su s, tunjangan selisih penghasilan, 

tunjangan penghiclupan luar negeri, dan tunjangan lain yang 

sejenis dengan tu njangan kompensasi atau tunjangan bahaya 

serata tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan 

perundang-undangan dan oenghasilan lain di luar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9. 

Pasal 9 

( 1) Gaji pokok, ti. njangan keluarga, dan tunjangan jabatan a tau 

tunjangan umum sebagaimana dimaksud pasal 5 merupakan 

sebagaimana ciiatur dalam peraturan perundang-undangan 

mengenai gaji. 

f2) Tunjangan jal a.tan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

terdiri atas: 

a. Tunjangan .i abatan struktural; 

b. Tunjangan ~ abatan f ungsional. 



erah Kabupaten BL ton TengahTahun 2020Nomor: \ A. 

) 
; 

Diunda gkan di Lanungkari 
pada tanggal \A. : -lei 2020 

KRETARIS l>ABlR:Ail=KA13UPATEN BUTON TENGAH 

BUPATI BUTON TENGAH 

Ditetapkan di Labungkari 
pada tanggal \ A. Mei 2020 

erat ran Bupati Buton Tengah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati i ni dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Buton 'engah. 

Pasal 16 

BABV 

KE:TI:NTUAN PENUTUP 


